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ABSTRAK 

 Dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan suami-istri berkeinginan 
mempunyai keturunan dari darah dagingnya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya 
banyak  pasangan suami istri yang kesulitan dalam mendapatkannya. Oleh karena itu, 
mereka yang belum mempunyai anak memilih untuk mengadopsi anak. Namun, 
adopsi anak tidak semudah yang mereka bayangkan karena mengadopsi anak itu 
sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain 
peraturan perundang-undangan, dalam melakukan adopsi anak hal yang paling 
penting  dan harus diperhatikan yaitu harus didasarkan pada konsep kepentingan 
terbaik bagi anak. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak angkat. Maka 
dari itu, dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada mekanisme adopsi anak yang 
dilakukan di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam melakukan 
proses adopsi anak, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah  menerapkan 
konsep terbaik bagi anak atau belum. 
 Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yakni teori 
Good Governance dan teori kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan yang penulis 
gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dimana jenis penelitian ini menganalisis 
permasalahan dengan merujuk pada data-data sekunder seperti peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan konsep kemaslahatan anak dalam praktik adopsi 
anak. Penelitian ini juga merujuk pada data primer yaitu hasil wawancara kepada 
pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 Hasil yang penulis dapatkan dalam penelitian ini yaitu: pertama, Dinas Sosial 
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan adopsi menerapkan tiga tahapan 
yaitu, tahap administratif, tahap kunjungan pertama dan tahap kunjungan kedua. 
Kedua, penulis menemukan dua isu yang menegaskan belum terpenuhinya 
kepentingan terbaik bagi anak, yaitu isu beda agama antara Calon Orang Tua Angkat 
(COTA) dengan Calon Anak Angkat (CAA) dan isu usia Calon Orang Tua Angkat 
(COTA) sudah melampaui batas. Kajian ini menemukan secara umum bahwa secara 
mekanisme praktik di Dinas Sosial ini telah merujuk pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanan Pengangkatan Anak yaitu ditolak atau 
tidak diproses. Namun, dalam isu berkaitan dengan beda agama, dalam hal dimana 
sudah ada unsur kelekatan, demi menerapkan konsep kepentingan terbaik bagi anak, 
pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan persetujuan atau 
rekomendasi kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) untuk mengasuh Calon Anak 
Angkat (CAA) dengan memberikan pesan agar tidak mengubah agama anak tersebut 
sampai anak tersebut dewasa atau sudah bisa memilih agamanya sendiri. Dalam 
penelitian ini, pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak 
memberikan rekomendasi untuk praktik hukum pengangkatan secara resmi. 
Kata kunci: adopsi anak, kepentingan terbaik bagi anak, isu beda agama, isu usia, 
Dinas Sosial DIY.   
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MOTTO 

 

“ Dan Hendaklah Takut Kepada Allah Orang-orang yang Seandainya 

Meninggalkan di Belakang Mereka Anak-Anak yang Lemah, yang 

Mereka Khawatirkan Terhadap (Kesejahteraan) mereka…”  

(QS. An-Nisa ayat 9) 

HIDUP ITU HANYA SEKALI 

SUDAHKAH KAU MENGUKIR 

SEJARAH DALAM HIDUPMU 

TUHAN MAHA PENGAMPUN DAN PENYAYANG 

TIDAK ADA KATA TERLAMBAT 

UNTUK MENGEJAR MIMPIMU 

3B (BERIBADAH, BERDO’A DAN BERUSAHA) 

SEMUA AKAN INDAH PADA WAKTUNYA  
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KATA PENGANTAR 

 

�ً	ا، �َ�َ�رَكَ ا�َِّ�يْ َ�َ�َ� �ِ� ا��ََّ��ءِ 
ُُ	وًْ�� اْ�َِ
ِ ا�َِّ�يْ َ#�نَ 
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�ً	ا و4ََِ�ْ:ً	ا، وَدَا3ِ�َ� إ9َ�ِ اْ�َ&8ِّ 
6ِذ4ِِِْ- و2ََِ	اً�� ْ;َِ
 ِّ8&َ�ْ�ِ
 ُ-َ<�ََ
وُر2َُ=�ُ-ُ ا�َِّ�يْ 

َْ�ُ%؛ � �ً	ا. أ0ََِّْ<#َ ��ً��ِ- و3ََ?9َ آ�ِِ- وAََْ&�ِِ- و2ََ?ِّْ@ �َْ�?َِْْ?3َ ِّ�Aَ َّ@ُ'َّ?�َا. ا	ً�ِْ/0ُ 

 

 Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan  Maha Melihat hamba-

hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan 

dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak 

ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, 

yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi 

peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi 

umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu 

doa dan keselamatan yang berlimpah. 

 Dengan limpahan rahmat-Nya segala puji syukur, maka saya persembahkan 

sebuah karya ilmiah yang berjudul Praktik Adopsi dan Penerapan Kepentingan 

Terbaik bagi Anak (Kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta), Dalam 

sebuah penelitian pasti ada pencapaian sama halnya dengan skripsi. Karya ilmiah atau 

skripsi adalah bentuk dari ilmu yang dihasilkan selama masa perkuliahan yang 

diterapkan dalam bentuk skripsi lewat penelitian masing-masing untuk mendapatkan 

gelar sarjana. Dengan adanya skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Anak merupakan kado terindah dari Allah SWT yang harus dijaga dan 

dilindungi. Anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa, sekaligus penerus 

garis keturunan keluarga. Secara definitif anak yang disebutkan adalah anak yang 

masih umum seperti anak terlantar, anak yang cacat, anak angkat dan lain sebagainya. 

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria usia 

anak di Indonesia.  

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa batas usia anak 

adalah 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.1 Usia 18 tahun juga 

diadopsi oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,2 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,3  Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 

                                                           
1 Pasal 1 ayat (1). 
 
2 Pasal 1 ayat (26). 
 

3 Pasal 1 ayat (8). 
 

4 Pasal 1 ayat (5). 
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tentang Pornografi,5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang,6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan,7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak.8 Sementara menurut KUHPerdata, yang sudah tidak dianggap anak adalah usia 

21 tahun atau sudah menikah. Semua aturan diatas menunjukkan bahwa usia anak 

berbeda-beda sesuai dengan aturan yang terkait. Hak asasi anak  telah dilindungi oleh 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) 

bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi. Pasal diatas mengandung arti bahwa 

dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus 

dijunjung tinggi bahkan masih dalam kandungan. 

Ada beberapa pasangan suami istri yang belum dikarunia anak. Hal itu terjadi 

dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kesehatan, faktor usia maupun faktor 

ekonomi atau lain sebagainya. Ada juga pasangan yang belum menikah tetapi sudah 

memiliki anak dan mereka belum siap untuk memilikinya sehingga anak tersebut ada 

yang dibuang. Dikutip dari Starjogja.com, Bapak Pramujaya mengatakan di tahun 

2018 ini ada 5 (lima) kasus pembuangan bayi. Kasus ini terjadi karena sang bayi 
                                                           

5 Pasal 1 ayat (4). 
 

 6 Pasal 1 ayat (5). 
 

 7 Pasal 4 huruf (h). 
 

 8 Pasal 1 ayat (3-4). 
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tidak diharapkan oleh orang tuanya.9 Begitu juga yang dikutip dari Bantul, 

Semarak.news-Fenomena, dimana mahasiswa menyerahkan anak hasil hubungan 

gelap untuk dititipkan di Dinas Sosial, dikarenakan takut diketahui orang tua. 

Sebelum mahasiswa itu menyerahkan bayinya, mereka diberikan waktu tiga bulan 

untuk berfikir dan memastikan diambil kembali atau rela diadopsi orang lain. 

Disamping banyaknya kasus pembuangan bayi menurut Dinsos DIY, peminat untuk 

mengajukan adopsi bayi juga jumlahnya tergolong tinggi. Tercatat, tahun 2016 ada 

30 orang yang sudah mengajukan permohonan adopsi bayi ke Dinsos DIY.10 

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak 

orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang 

yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.11 

Menurut Pasal 1 ayat (9) berbunyi: 

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 
Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung 
jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke 
dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau 
penetapan pengadilan.12 
 
Anak adopsi (anak angkat) adalah anak yang haknya dialihkan dari 

kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat meliputi tanggungjawab 

atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut berdasarkan putusan 
                                                           

 9https://www.google.com/amp/s/www.starjogja.com/2019/01/22/adopsi-bayi-dibuang-
prosesnya-sulit/amp diakses tanggal 16 Mei 2019.  
 

 10https://www.google.com/amp/s/semarak.news/fenomena-mahasiswi-serahkan-bayi-hasil-
hubungan-gelap/11943/amp diakses tanggal 16 Mei 2019.  
 

 12 UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (9). 
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atau penetapan pengadilan. Pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak 

memiliki berbagai macam motivasi diantaranya untuk mempertahankan garis 

keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak di hari tua, untuk 

mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga. Ada juga yang percaya 

bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak kandung 

sendiri, adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang 

tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan, untuk mendapatkan 

teman bagi anaknya yang sudah ada, karena adanya hubungan keluarga atas 

permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga, atas permintaan 

orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga supaya anaknya diadopsi.  

 Mengadopsi tidak semudah yang kita bayangkan ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi untuk melindungi Calon Anak Adopsi (selanjutnya disebut CAA) 

dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang harus diperhatikan. Prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2, beberapa diantaranya yaitu non-

diskriminasi, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 

 Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga telah diatur dalam Pasal 39 

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa adopsi 

anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Untuk 

mengurangi ketidakmashlahatan CAA sekaligus menerapkan asas kepentingan 

terbaik bagi anak, dalam Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah ditegaskan bahwa peraturan tersebut 



5 

 

 

 

dijelaskan tentang adopsi secara detail yang meliputi syarat, prosedur, pelaksanaan 

dan lain sebagainya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon 

Orang Tua Angkat (selanjutnya disebut COTA). Dalam Pasal 22 Peraturan Menteri 

Sosial diatur tata cara adopsi anak yaitu: a. COTA mengajukan permohonan izin 

pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai 

dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA, b. Kepala 

Instansi Sosial yang menugaskan Pekerja Sosial untuk melakukan penilaian 

kelayakan COTA, c. Permohonan pengangkatan anak, dan seterusnya. Dalam 

persyaratan tersebut, peran Dinas Sosial sangat penting dalam praktik adopsi.  

 Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Praktik 

Adopsi dan Penerapan Kepentingan Terbaik bagi Anak (Kajian di Dinas Sosial 

Daerah Istimewa Yogyakarta)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme praktik adopsi di Dinas Sosial Daerah Istimewa 

Yogyakarta? 

2. Apakah praktik adopsi di Dinas Sosial telah merujuk kepada konsep terbaik bagi 

anak? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam praktik adopsi. Tujuan tersebut dapat diketahui lebih 

spesifik lagi yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui mekanisme praktik adopsi di Dinas Sosial Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui apakah praktik adopsi di Dinas Sosial telah merujuk 

kepada konsep terbaik bagi anak. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Dalam penelitian memiliki kegunaan sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

 memberikan manfaat bagi mahasiswa ilmu hukum yang nantinya akan 
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 mengambil konsentrasi hukum perdata yang berkaitan tentang adopsi. 

 Terutama mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

 Yogyakarta.  

b. Manfaat Praktis dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

 memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat yang ingin 

 mengadopsi anak. 

D. Telaah Pustaka 

 Beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelusuri penulis, ternyata tidak 

diketemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas oleh 

penulis. Maka dari itu, untuk menghindari adanya plagiasi penulis memaparkan 

beberapa karya ilmiah orang lain yang membahas tentang pengangkatan anak. 

Karya Ulfa Ramadhani Nasution yang berjudul Status Anak Angkat dalam 

Pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli 

Selatan Sumatera Utara13, merupakan salah satu karya terkait dengan isu adopsi.  

Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada status anak angkat dipandang dari 

hukum adat dan agama. Penentuan statusnya dilihat dari pembagian harta warisan di 

masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan. Hasilnya anak angkat pada masyarakat 

Batak Angkola dapat dibedakan menjadi dua, yakni anak yang diangkat secara adat 
                                                           

 13Ulfa Ramadhani Nasution, “Status Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan pada 
Masyarakat Batak Angkola Kabupaten  Tapanuli Selatan Sumatera Utara”, Skripsi tidak diterbitkan, 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).   
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dan dapat mengubah statusnya menjadi anak yang berhak mewarisi harta, kedudukan 

dan marga orang tua yang mengangkatnya. Perbedaan skripsi Ulfa  dengan skripsi 

penulis adalah Ulfa lebih memfokuskan status anak yang berkaitan dengan harta 

warisan sedangkan skripsi penulis lebih fokus pada mekanisme adopsi dan penerapan 

kepentingan terbaik bagi anak. Apakah di Dinas Sosial sudah menerapkan teori 

kepentingan terbaik bagi anak atau belum. 

Karya lain adalah karya Anggar Nilasari berjudul Praktek Pengangkatan Anak 

di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)14 dan karya Endang Sri 

Utami berjudul Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi 

Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)15. Dalam skripsi mereka, Anggar dan Endang 

membahas tentang mekanisme pengangkatan anak tetapi juga ada perbedaannya 

yakni tempat penelitian dan proses pengangkatannya. Anggar menggunakan 

peraturan perundang-undangan karena dia meneliti di Pengadilan Agama Yogyakarta 

sedangkan Endang lebih fokus ke hukum adat di tempat calon orang tua angkat 

dengan disaksikan tetangga dan kerabat dan masyarakat calon orang tua angkat. 

Untuk menghindari plagiasi penulis akan memaparkan perbedaan skripsi mereka 

dengan skripsi penulis yaitu dilihat dari tempat penelitiannya, dan penulis lebih 

                                                           

 14Anggar Nilasari, “Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama 
Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’aah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2017). 
 

 15Endang Sri Utami, “Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi 
Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014). 
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memfokuskan ke mekanisme praktik adopsi anak yang ada di Dinas Sosial, apakah 

disana sudah merujuk kepada konsep terbaik bagi anak atau belum. 

Selain itu terdapat karya Yunita Noor Laili yang berjudul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuannya (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor: 007/pdt.P/2011/PA.Jpr)16, 

dalam skripsi ini penulis ingin meninjau putusan Pengadilan Jepara tentang 

permohonan mengangkat anak yang tidak diketahui orang tuannya dan calon orang 

tua angkat sudah memiliki dua anak. Jadi, penulis ingin mengetahui dasar hukum dan 

pertimbangan hakim dalam menetapkan putusannya tersebut yang ditinjau dari 

hukum Islam dan hukum positif. Hasilnya menurut hukum positif, secara umum dasar 

hukum dan pertimbangan yang majelis hakim gunakan sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada, meski ada yang tidak sesuai dengan perundang-

undangan, namun hal tersebut tidak mengakibatkan putusan menjadi tidak sah karena 

semua tetap didasarkan pada kesejahteraan anak. Dalam skripsi ini Yunita 

menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Islam lebih diutamakan oleh majelis 

hakim dibandingkan dengan hukum positif. Untuk membedakan skripsi Yunita 

dengan skripsi penulis adalah Yunita membedah Putusan Pengadilan Agama 

Kabupaten Jepara Nomor: 007/pdt.P/2011/PA.Jpr untuk mengetahui dasar hukum dan 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan 

                                                           

 16 Yunita Noor Laili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak 
Diketahui Orang Tuannya”, Skripsi  tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2016). 
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pengangkatan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya sedangkan 

skripsi penulis lebih fokus pada mekanisme adopsi dan penerapan kepentingan 

terbaik bagi anak. Apakah di Dinas Sosial sudah menerapkan teori kepentingan 

terbaik bagi anak atau belum.  

Dan karya lain adalah karya yang ditulis oleh Sofya Annisa dengan judul 

Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak 

Beragama Islam Pasca Undang-Undang Nomor 3 tahun 200617. Dalam karya ini 

penulis ingin mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam penetapan 

Pengangkatan anak bagi orang Islam pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. 

Hasil yang diperoleh yaitu lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah 

diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 memberikan kewenangan 

Pengadilan Negeri, berdasarkan asas lex posterior derogate legi priori meskipun 

terdapat pembaharuan namun pada Pasal 49 tidak ada perubahan sehingga peraturan 

yang lama tetap berlaku. Perbedaan skripsi Sofya dengan penulis fokus pada 

mekanisme adopsi dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak. Apakah di Dinas 

Sosial sudah menerapkan teori kepentingan terbaik bagi anak atau belum. 

Selain ini semua, terdapat karya-karya lain dalam skripsi, tesis dan artikel-

artikel yang diterbitkan dibeberapa jurnal seperti karya dari Muhammad Heriawan 

yang berjudul Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan 

                                                           

 17Sofya Annisa, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam 
Pengangkatan Anak Beragama Islam Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). 
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Anak18, dimana dalam karya ini Heriawan membahas tentang prosedur dan syarat-

syarat pengangkatan anak secara langsung dan menjelaskan akibat hukumnya juga. 

Hasil dari karya Heriawan ini untuk prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak 

sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak dan akibat hukumnya sesuai dengan hukum masing-masing 

daerah. Karya dari Heriawan ini berbeda dengan karya yang ditulis oleh penulis, 

dimana penulis lebih memfokuskan pada praktik adopsi yang terjadi di Dinas Sosial 

Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi mekanisme dan peran Dinas Sosial Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan konsep kepentingan terbaik bagi anak. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Good Governance   

 Konsep dari Good governance mengandung pemahaman yaitu: pertama, nilai 

yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari 

                                                           
18Muhammad Heriawan, “Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif 

Perlindungan Anak”, Jurnal Katalogis, Vol. 5:5 (Mei 2017). 
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pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai 

tujuan tersebut. Prinsip utama dalam mekanisme Good governance:19 

a. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak 

selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan 

kebijakan yang ditetapkannya. 

b. Transparansi: kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap 

rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. 

c. Keterbukaan: menghendaki terbukannya kesempatan bagi rakyat untuk 

mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainnya tidak 

transaparan. 

d. Aturan hukum: kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa 

jaminan kepastiaan hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap 

kebijakan publik yang ditempuh. 

e. Partisipasi (partisipation): keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan 

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang 

dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

f. Efektif dan Efesien (effectivenessand efficiency): pengelolaan sumber daya 

publik dilakukan secara berdaya guna (efesien) dan berhasil guna (efektif). 

                                                           

 19R. Muhammad Ridwan Fahruddin, “Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa 
(SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNANCE) (Studi Desa 
Panggungharjo )”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2018). 
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g. Visi strategis (strategic vision): penyelenggara pemerintahan dan masyarakat 

harus memiliki visi jauh ke depan. 

h. Daya Tangkap (responsiveness): lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap 

dalam melayani stakeholder.  

i. Berkeadilan (equity): pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang 

sama terhadap masyarakatnya dalam upaya mereka untuk meningkatkan 

kualitas hidupnya. 

j. Berorientasi Konsensus (consensus orientation): berorientasi pada kepentingan 

masyarakat yang lebih luas. 

 Sehingga asas-asas dari Good Governance merupakan dasar pemahaman yang 

penting dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang ada. Asas dan tujuan dari 

good governance data meningkatkan pelayanan birokrasi di Indonesia yang terkesan 

rumit, berbelit-belit menjadi jelas dan cepat dalam melayani masyarakat. 

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of The Child) 

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dimuat juga dalam Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 berbunyi: 

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan 

Undang-Undang Dasar Republik tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi 

Hak-hak Anak meliputi: 

a. Non diskriminasi; 
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b. Kepentingan terbaik bagi anak; 

c. Hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

  Dalam penjelasan Pasal 2 diatas, yang dimaksud dengan asas kepentingan 

terbaik bagi anak yaitu semua tindakan yang bersangkutan dengan anak yang 

dilakukan oleh pemerintah, badan hukum maupun masyarakat harus 

mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk dijadikan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

 Dalam Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Pasal 3 ayat (1): “Dalam semua tindakan yang 

menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan 

sosial pemerintah atau badan–badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak 

harus menjadi pertimbangan.” 

F. Metode Penelitian 

 Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat 

terkait dengan praktik adopsi dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak (kajian di 

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogayakarta). Penelitian ini juga dilengkapi dengan 

penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan data 

kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang 

menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan. 

2. Sifat Penelitian  

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendiskripsikan suatu data terkait praktik adopsi dan penerapan kepentingan terbaik 

bagi anak (kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam penelitian ini 

penulis memaparkan dan menjelaskan data yang terkumpul untuk kemudian 

dianalisis. 
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3. Pendekatan Penelitian  

 Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

yuridis-empiris dengan penekanan filosofis. Yuridis adalah mengkaji konsep 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan 

yang ada di lapangan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan yuridis-

empiris merupakan jenis pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan 

mengkomparasikan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan konsep 

kemaslahatan anak dalam praktik adopsi dengan data-data primer yaitu hasil dan 

wawancara kepada pihak dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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4. Sumber Data 

a. Data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian 

lapangan di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta melalui observasi, 

wawancara, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diambil dari Dinas Sosial Yogyakarta. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi sumber data primer, berupa: peraturan yang terkait dengan praktik 

adopsi anak, buku-buku, jurnal, artikel, internet ataupun sumber lain yang erat 

kaitannya dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, adapun teknik dalam 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang 

berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan minta 

penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan konsep kemaslahatan anak 

dalam praktik adopsi di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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b. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian 

kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang 

ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu 

analisis yang ditunjukkan kepada data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat 

fakta atau gejala-gejala yang berlaku. Dengan demikian penelitian kualitatif 

adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait yang 

selanjutnya dianalisis dengan disesuaikan terhadap akuratnya suatu data satu 

dengan hasil lainnya.  

G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi 

ini. Maka, penulis akan membagi sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 Bab pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan 

untuk memberikan gambaran tentang pembahasan skripsi ini. Bab ini memuat latar 

belakang masalah yang menjadi landasan pemikiran penelitian ini, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua berisi mengenai tinjauan umum berupa peraturan perundang-

undangan dan teori-teori umum yang berkaitan dengan praktik adopsi dan 
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penerapan kepentingan terbaik bagi anak (kajian di Dinas Sosial Daerah Istimewa 

Yogyakarta). Dalam bab ini dibahas tentang pengertian anak secara konteks negara 

hukum, adopsi anak yang meliputi (pengertian, jenis, motivasi, sifat, dasar hukum, 

syarat, tata cara), perlindungan anak yang meliputi (pengertian, sumber hukum, 

syarat) serta konsep kepentingan terbaik bagi anak. 

 Bab ketiga merupakan gambaran umum mengenai Dinas Sosial Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Memuat tentang sejarah Dinas Sosial Daerah Istimewa 

Yogyakarta, profil meliputi (visi dan misi, tugas pokok dan fungsi) dan 

problematika hukum dalam praktik adopsi anak di Dinas Sosial Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 Bab Keempat mengenai analisis terhadap mekanisme praktik adopsi anak di 

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu 

tahapan administrasi, tahapan kunjungan pertama dan kunjungan kedua. Serta 

penetapan pemberian rekomendasi dan penolakan dalam perspektif pemenuhan  

konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik isu beda agama dan isu usia.  

 Bab kelima yaitu membuat uraian tentang kesimpulan dan hasil penelitian 

yang merupakan uraian singkat mengenai keseluruhan isi skripsi ini, dan saran baik 

untuk semua pihak yang bersangkutan. Bab ini merupakan bab terakhir dalam 

penulisan karya ilmiah yang dilengkapi dengan daftar pustaka.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa penjelasan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Mekanisme atau lebih tepatnya praktik adopsi anak di Dinas Sosial DIY yang telah

diterapkan sesuai dengan  PP No. 54 Tahun 2007 dan Permen RI No.

110/HUK/2009 tentang Pengangkatan Anak. Adapun mekanisme yang harus

diperhatikan dalam adopsi anak ialah pertama tahap administratif, kedua tahap

kunjungan pertama dan yang terakhir tahap kunjungan kedua.

2. Menurut Dinas Sosial DIY, prinsip pengasuhan terbaik adalah di keluarga. Baik

itu keluarga kandung, keluarga angkat maupun di keluarga asuh. Pada titik ini, 

praktik adopsi anak di Dinas Sosial DIY telah menerapkan kepentingan terbaik 

bagi anak. Yang menjadi indikatornya adalah sejak pada tahun 2014 sampai 

dengan 2019 terdapat 192 pendaftar untuk mengadopsi anak. Dari 192 (seratus 

sembilan puluh dua) pendaftar ada sekitar 20 (dua puluh) pemohon yang ditolak 

atau tidak diproses. Pemohon yang ditolak atau sebab tidak diprosesnya COTA 

untuk mengadopsi adalah salah satunya, usia COTA lebih dari 55 (lima puluh 
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lima) tahun, usia pernikahan belum mencapai 5 (lima) tahun. Isu usia ini 

dikarenakan kurangnya pengetahuan COTA tentang syarat batas usia adopsi. Yang 

menjadi hal menarik lainnya adalah ditemukan kasus beda agama antara COTA 

dengan CAA di Dinas Sosial dan pihak Dinas Sosial tidak  memberikan 

rekomendasi kepada COTA tetapi tidak melarang COTA untuk mengasuh CAA 

karena sudah ada unsur kelekatan dan pihak Dinas Sosial menganjurkan COTA 

untuk tidak mencampuri agama si anak/CAA sampai anak itu dewasa. 

B. Saran 

Untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak dalam hal adopsi anak, 

berdasarkan penelitian ini, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Praktik adposi anak di Dinas Sosial DIY dari tahun 2014 hingga 2019

menunjukkan tren yang sangat mengedepankan konsep terbaik bagi anak akan

tetapi, menciptakan konsep terbaik bagi anak memanglah lebih mudah daripada

mempraktikanya. Oleh sebab itu, Sebaiknya Dinas Sosial DIY tidak cukup

melakukan kerjasama dan koordinasi untuk menarik para partisan dalam

melaksanakan perlindungan anak akan tetapi, juga perlu memberikan reward bagi

seseorang yang menemukan penyelewangan dalam mengasuh anak. Hal ini

dilakukan semata untuk menjaga perlindungan anak di Indonesia, khsususnya di

DIY.
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2. Meskipun dari Dinas Sosial DIY melalui Seksi Perlindungan Anak sudah

mengadakan sosialisasi tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi Adopsi (KIE

ADOPSI). Tetapi, kegitan itu dilaksanakan satu kali dalam setahun di lima

kabupaten/kota se-DIY. Keterbatasan dalam melakukan sosialisasi kepada

masyarakat dan tidak semua masyarakat hadir dalam sosialisasi tersebut, maka

dari itu perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga lain dan masyarakat yang telah

memahami prosedur adopsi anak perlu menyampaikan kepada masyarakat sekitar.
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